BAB IV
ANALISISTERHADAP PENDAPAT DPSTENTANG PENGGUNAAN
ISTILAH SHOHIBUL MAAL DAN MUDHARIB DALAM PERJANJIAN AL

MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG

A.Analisis Terhadap Pendapat DPS Tentang Penggunaan lIstilah Shohibul
Maal Dan Mudharib Dalam Perjanjian Al Murabahah

Pada bab sebelumnya telah penulis bahas tentanagenDPS yang
memperbolehkan penggunaan redatsihibull-maaldanmudhorih dan juga
alasan-alasan serta metadeémbath hukum yang dipakai oleh DPS yang ada
di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.

Pada masalah tersebut terdapat permasalahan ydngdpg®mhas dan
dianalisa untuk mendapatkan solusinya. Sehinggan akdapati konklusi
hukum yang integral dan kredibilitasnya dipertamgpjawabkan.

Oleh karena itu keterbatasan pembahasan dalam miabmaka
permasalahan yang akan penulis bahas hanya bepiddaralasan-alasan dan
metode istimbath yang dipakai oleh Dewan Pengawas Syariah dalam
menetapkan penggunaan istilstiohibul maaldanmudharibdalam perjanjian
murabahah Dimana akan dianalisis pada bab ini.

Perlu kemukakan kembali alasan-alasan yang mepjadikiran dan
dasar yang digunakan DPS tentang penetapan dkaoieyia penggunaan

istilah shohibul maalanmudharibdalam perjanjiaal murabahah
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1. Pelaksanaan pembiayaamurabahah di BMT NU Sejahtera
menggunakan istilakhahibull-maaldanmudharih hal ini bukan berarti
pihak BMT menggunakan pembiayaan secamadharabah.karena
menurut DPS penggunaan istilahahibull maal itu diartikan orang
yang mempunyai dana, yakni BMT NU Sejahtera senditan
penyebutan istilahmudharib diartikan orang yang mengelola, yakni
anggota.

2. DPS juga mengatakan bahwa penggunaan isslathibul maaldan
mudharib tidaklah menghilangkan esensi akadirabahahitu sendiri
karena menurut beliau dalam konsep hukum islam yarenjadi
pegangan atau yang dipakai dalam sebuah transdddsihamaksud dan
maknanya bukanlah lafadz dan bentuknya.

Menurut DPS Penyebutahohibull maaldalam akad pembiayaan
murabahahdi BMT NU Sejahtera diartikan pihak BMT adalah aghi
pihak yang menyediakan pembiayaan, sedangkanhistiladharib dalam
akad pembiayaamurabahahadalah sebagai seorang yang mengelola harta
milik orang lain. Menurut DPS, penggunaamudharib dalam akad
pembiayaarmurabahahdi BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang
tidaklah disamakan secara menyeluruh dalam komsetharabah Karena
penggunaan istilah tersebut lebih disandarkan pbelatuk pencairan
pembiayaanmurabahahyang dilaksanakan oleh BMT NU Sejahtera,

khususnya dalam bentuk uang.
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Pada surat perjanjian akad pembiayaamabahahdalam pasal 9
telah disebutkan bahwa pihak yang mengajukan peedim(pihak kedua)
telah diberikan kuasa oleh pihak pertamshofibull maal untuk
mempergunakan uang hasil pencairan pembiaymanabahah untuk
membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan fiarjan

Oleh karena itu telah diberikan kekuasaan penu gilgak pertama
untuk melakukan pembelian barang yang diinginkaakansebab itulah
pihak kedua kemudian disebut dengan istiaidharib Jadi penggunaan
istilah tersebut bagi pihak yang mengajukan penaaiaytidak terkandung
pemaknaan utuh selayaknya penggunaan istilandharib dalam
pembiayaan mudharabah Dengan demikian dapat diketahui bahwa
penggunaan istilamudharib bagi pihak yang mengajukan pembiayaan
tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak ya&lag tiwakilkan oleh
BMT NU Sejahtera kepada pihak kedua untuk menentukandiri
pembelian barang yang diinginkan.

jika dilihat realisasi pelaksanaan pembiayaaorabahah maka
sangat wajar manakala dalam pelaksanaan akadabahah yang
mendahului akagvakalahdi BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang
pihak kedua disebutmudharib Hal ini dikarenakan sepanjang praktek
pembiayaan murabahah seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan
permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam besgk

Namun, penulis mempunyai pendapat yang berbktlaabahah

adalah akad jual beli, dan bukan akad kerjasamgah pemberian modal.
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Jadi ketika seseorang anggota datang ke BMT NU h&esf untuk

melakukan pembiayaamurabahah maka BMT NU Sejahtera bertindak
sebagai penjual yang menyediakan barang untukutiban nasabah
sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli.

Penjelasan dari DPS dalam penggunaan issiteibull maaldalam
akadmurabahahmungkin bisa digunakan untuk BMT, karena BMT abala
pemilik dana yang dapat memberikan fasilitas kepadggota. Namun
bagaimana dengan istilahudharib yang digunakan untuk konteks seorang
anggota, padahal anggota disini sebagai nasabah

Dalam teknis perbankan dijelaskan bahwarabahah memiliki
beberapa teori, diantara teori-teorinya adalahgsetzerikut:

a) Pembiayaanmurabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan
bunga, melainkan pembiayaamurabahah merupakan jual beli
komoditas dengan harga berdasarkan kesepakatamizers

b) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjamaaka
pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat yang
diperlukan untuk jual beli yang sah

c) Dan dalam kontraknurabahahbank bertindak sebagai penjual dan

nasabah bertindak sebagai pembeli.
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Berikut penulis akan menggambarkan ilustrasi upermbiayaamurabahah

“Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotocopya gadggal 1 Mei 2002
dengan spesifikasi sebagai berikut:

* Merk : Xerox

« Memiliki kemampuan untuk memperkecil dan perbesagdea ukuran AO

* Memiliki kemampuan untuk memfotocopy warna.
Untuk membeli mesin ini secara tunai, Bpk Ahmadikanenyediakan dana sebegar
Rp.80.000.000,00 melihat kondisi keuanganya, Bplmath mengalami kesulitan
untuk melakukan pembelian secara tunai. Bpk ahnaat/eh memilki kemampuar
keuangan sebesar Rp 8.000.000,00 per-bulan untsik egsebut.
Untuk memecahkan masalah ini, Bpk Ahmad mendatarmgink syariah untuk
meminta pembiayaan , dengan memaparkan kondistedn dan keuangannya.
Kemudian pihak bank menganalisa dalam memberikamdgean dengan
memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan finank@lahgan nasabah serta

required rate of profit banksebesar 20 %)] : analisis bank sebagai berikut:

e Harga barang dari pemasok - Rp 80.000.000,00

» Kemampuan keuangan nasabah /bulan : Rp. 8.000M00

¢ Requid rate of profit bank [20%] : Rp. 16.000.[@mD

» Harga jual barang kepada nasabah : Rp. 80.000@00,

» Periode pembiayaan : 12 bulan [= 360 hari]

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan diaegkan oleh bank kepadp
Bpk Ahmad adalah Rp 8.000.000,00 per-bulan. Setlaygudilakukanlah transaksi
akad murabahah.
Akad murabahah 1
Pelaku . bank, bertindak sebagai pembeli
Supplier [pemasok], bertindak sebagai penjual
Transaksi : Pada tanggal 1 meR2fnk melakukan pembelian mesin
fotocopi kepada supplier dengan pembayaran seoas. {|
Dengan kondisi ini, pada saat yang sama bank
mengeluarkan ang sebesar 80.000.000,00 seharga mesi
fotocopy tersebut, kemudian bank menerima mesocgi
dari pemasok. Setelah itu barulah terjadi akad auiya.
Akad murabahah yang 11.
Pelaku : Bank, bertindak sebagai penjual
Nasabah, bertindak sebagai pembeli
Transaksinya : Bank dan nasabah melakukan trangaMsi beli secara|

angsuran dengan harga yang disepakati.
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Berdasarkan ilustrasi di atas terlihat jelas batlalam pembiayaan
murabahah yang menjadi obyek adalah berupa barang, dan dalam
transaksinya pembiayaamurabahahmemiliki dua bentuk akad. Akad
yang pertama yaitu antara bank yang bertindak sebpgmbeli dan
supplier bertindak sebagai penjual, selanjutnyad akang kedua yaitu
antara bank yang bertindak sebagai penjual darbahsgang bertindak
sebagai pembeli. Selain dalam teknis perbankamdetédentuan figih pun
yang dijadikan obyek pembiayaarnurabahahadalah berupa barang bukan
uang.

Namun pada kenyataannya praktek yang dilakukanMi BNU
Sejahtera tentang pembiayamurabahahbelum sesuai dengan teori-teori
murabahahdari segi ilmu figih maupun dari segi ilmu perbankHal ini
terbukti dengan ketidaksesuaian dalam penggunaitahishohibul maal
dan mudharib untuk penyebutan pihak-pihak yang terlibat daldmda
Dan juga hal pengadaan barang. Berikut penulis ak@amberikan contoh
transaksi pembiayaanurabahahyang terjadi di BMT NU Sejahtera.

“Tuan Hafidh berkeinginan untuk membeli sebuah mbak untuk
memudahkan usaha konveksinya. Untuk merealisagi&aginannya itu,
la mendatangi BMT NU Sejahtera dengan membwa datiaga mobil
sebesar Rp. 40.000.000,00. Permohonannya laluyulisé¢éh BMT NU
Sejahtera dan terjadilah akadnurabahah Di dalam perjanjian
murabahahnyaBMT bertindak sebagai pihak pertama ataohibul
maal dan Bapak Hafidz disebut sebagai pihak kedua(atadharib)”
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Dari contoh ilustrasi di atas jelas bahwa dalamlpayaanmurabahah
di BMT NU Sejahtera ada perbedaan dengan teourabahah dalam
perbankan. Terutama dalam hal penyebutan pihakepiaag terlibat dalam
akad. Di BMT NU sejahtera untuk pihak pertama disedtnohibul maaldan
pihak kedua disebutmudharib Selain itu yang dijadikan obyek bukanlah
barang melainkan uang,

Kemudian berdasarkan penjelasan DPS yang lain bagiemggunaan
istilah -istilah tersebut karena disandarkan pagl@uk pencairan pembiayaan
murabahahdalam bentuk uang. Menurut penulis yang dijadigbpek dalam
murabahahadalah berupa barang bukan uang. Jika pihak BMTSd|dhtera
dalam pembiayaamurabahalnya yang dijadikan obyek adalah uang, hal ini
secara tidak langsung menimbulkan kesan adanya yiamang antara bank
dengan nasabah, dan bukan jual beli.

Makna uang yang dikembangkan di LKS menggunakararaalari
pemahaman hadist tentaRgoa Fadl(tukar menukar uang emas sejenis secara
pelebihan dan penundaan) telah terkontruksi dindaésori uang sebaganaal
ribawi. Dengan begitu maka kredit uang atau sewa uaa§ titerima dalam
konteks ekonomi islam, dalam teori figinuamalahdikenal dengan jenisal
istihlaki. Maksudnya benda yang pemanfaatanya harus dik@abkan berlaku
akadal-gard. Tanpa pelebihan, karena pinjam-meminjam uangsegEngan

pelebihan adalah riba.
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Fungsi uang yang dijadikan sebagai alat komoditagngy
diperdagangkan di lembaga keuangan syariah mendfknpak bagi dunia
perbankan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi

2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas ndaiu

3. Perdagangan domestic akan menurun karena kekhawatiabilitas nilai
uang

4. Perdagangan internasional akan tutn.

Kalau memang dari awal BMT menerapkan istiddiohibull maal
dan mudharib untuk penyebutan pihak-pihak yang terlibat dakiad,
kenapa BMT tidak menggunakan pembiayaan secardharabahsaja,
melainkan menggunakan pembiayaan secamabahahyang kita ketahui
dalam akadanurabahahtu menggunakan istilah penjual dan pembeli.

Berdasarkan penjelasan DPS mengenai hal ini pelnetfgendapat
bahwa dalam BMT NU Sejahtera dan pihak DPSktibagitu
memperhatikan akad apa yang diterapkan oleh BM@andahelakukan
pembiayaan. Dan BMT NU Sejahtera hanya memgikambagaimana
dana yang mereka miliki bisa tersalurkan dan BM&amaknendapatkan
keuntungan dari dana tersebut. Sehingga menurutlipen praktek
pembiayaamrmurabahahyang dikembangkan di BMT NU Sejahtera tidak

jauh berbeda dengan kredit yang terjadi di bankv&osional, yang

®8 Siti Mujibatun, Konsep Uang Dalam HadisSemarang : Lembaga Studi Social dan
Agama [ELSA], cet 1 him.283.
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sekedar hanya perubahan nama dari system berhmsgja lmenuju system
yang berbasis syariah

Apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya apalikad pembiayaan
murabahah manakala pengadaan barang dilakukan oleh pewnfdnelakad
murabahah terjadi setelah pembeli menerima uang dan baréaohak t
diserahkan terlebih dahulu kepada pihak penjuakantel tersebut akan
menjauhkan akad pada jenis akad pembiayammabahahdan lebih
mendekatkan pada akad yang lainnya. dari penjelasaatas dapat
diketahui bahwa peluangnya hilangnya esensi akathbahahtersebut
lebih  dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuanskesn akad
murabahah

Apabila dilihat dari esensi sifatnya, akad pembgayanurabahah
termasuk dalam jenisuqud ‘ainiyah yaitu akad yang syarat
kesempurnaannya berupa penyerahan barang-baragglyakukan akad
terhadapnya. Akad ini dianggap tidak sempurna melnalielum adanya
penyerahan barang yang dijual kepada pembefihy@alam Islam,
pemenuhan suatu akad sangat diutamakan, hal iagagbana ditegaskan
Allah SWT dalam salah satu firman-Nya yakni SurbMaidah ayat 1:

noougooogoon oooolanssLon ooduoooooot
ooy googodod o ououogudoodo ouododgod

uogouoon  gon ooy obgougbbgob  googbugon
uogouooog uogoogot pogoog gugoogoogo

%9 Berdasarkan sifat bendanya, akad dapat dibedakajadi dua, yakniuqud ainiyah
dan ‘uqud ghairu ainiyah ‘Uqud ainiyah adalah akad yang syarat kesempurnaanya berupa
penyerahan barang-barang yang dilakukan agad eghgd. Akad ini dianggap tidak sempurna
manakala belum adanya penyerahan barang yang digpada pembelinya. Sedangkamjud
ghairu ainiyahadalah akad yang hasil dengan semata-mata akadikiiin. Tengku Muhammad
Hasby Ash-Shiddieqyengantar Figih MuamalatSemarang: Pustaka Rizki Putra, 29, him.96.
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oL gguododn ouog ooy O dododn ouododod
oo ouooogn
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhil&hdaakad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacategpadamu,
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berlxetika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah mekeatapukum-
hukum menurut yang dikehandikannya. (Q.S Al-Maidgff
B. Analiss Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan DPS Dalam
Menghukumi penggunaan istilah shohibul maal dan mudharib dalam
perjanjian al murabahah..

Pada sub-bab sebelumnya, telah penulis jelaskamiapah DPS yang
membolehkan penggunaan istilahohibull-maal dan mudharib dalam
pembiayaamrmurabahah beliau menggunakan dasar hukum suatu kaidah,
karena pada dasarnya yang digunakan atau yangadligakam suatu
transaksi yaitu maksud dan maknanya bukan lafadbdayinya.

Di dalam menganalisis terhadap pendapat DPS tewliiotehkannya
penggunaan istilashohibull-maaldan mudharib Beliau mengacu pada
suatu kaidah yang berbunyi:

CWkly LY lally duslialls ssiall (3 55l

Artinya: “ yang dianggap (dinilai) atau dipakai dal sebuah transaksi
adalah maksud dan maknannya, bukan lafadz dankusyat(t

Pada kaidah di atas menjelaskan bahwa dimana d$edizgaksi yang
dipakai atau yang dinilai adalah maksud dan tuplemntransaksi tersebut,

bukan dinilai dari lafadz dan bentuk tulisannyardfe lafadz dari suatu

® Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-quran damjefMahanya. Jakarta:
Departemen Agama, 1995 him. 156.

1 Jaih MubarokKaidah Figih (Sejarah Dan Kaidah AsasiJakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002, him 108,
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transaksi itu hanya sebagai simbol bahwasanya diegaatu akad
transaksi.

Namun penulis berpendapat lain, bahwa dalam stetgdksi pastilah
di dalamnnya mengandung suatu akad. Akad meruppkatalian dua
kehendak dengan sighat akad (ijab dan qobul) mkampangkapan yang
mencerminkan kehendak masing-masfidplam figih muamalah
kehendak untuk melakukan suatu akad disebut demgjdah Iradah
Aqdiyah Iradah agdiyahdapat dibedakan menjadi dua, yakaidah Al-
batiniyah yang berarti niat atawl-Qasdy sedangkanlradah Al-
dhahiriyah yang berarti ungkapan atasighat sebagai ungkapan dari
Iradah Al-Bathiniyah’

Berdasarkan kaidah yang diucapkan oleh DPS pem#isganggap
bahwa Iradah Al-Bathiniyah bisa diartikan sama dengan maksud dan
maknannya, sedangkanradah Al- dhahiriyah bisa diartikan sama
dengan lafadz dan ucapan. Jadi inti dari kaidesebait menurut penulis
BMT hanya menggunakdradah Al-bathiniyahsaja yaitu dalam transaksi
yang terpenting adalah maksud dan niatnya, targraparhatikarradah
Al-dhahiriyahnya

Didalam buku Ensiklopesi hukum Islam juga dijelaskbahwa
menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syiah bukanyaahadat Al-

bathiniyah saja yang menjadi pertimbangan dalam masalahnhutaiapi

2 Hasby AshiddieqyPengantar Figih MuamalahSemarang: PT Pustaka Rizki Putra,
1999. HIm.35.

"3 Ghufron a Masadi-igih Muamalah Kontekstualakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002 him. 95.
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jugalradah Al-dhahiriyah jadi bukan hanya makna atau niatan saja untuk
mempertimbangkan masalah hukum, melainkan juga amcaptau
lafadznya karena ucapan atau lafadznya adalah @ebagkapan dari
makna atau niatnyalfadah A-bathiniyal)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat dSsapubahwa
kehendak dengan niat semata tidak bisa dijadikdragse acuan dan
pegangan dalam sebuah akad. Dari sinilah penulmtdmelihat arti
pentingnya bentuk ungkapan sebagai sarana dan yetiebisa dijadikan
sebagai rujukan dan pegangan terhadap adanya lkahdad pelaku akad
yang bersangkutan. Dari kaidah di atas penulis flaggat menyimpulkan
bahwa jika akad dilakukan hanya dendrwadah A-bathiniyahsaja tanpa
disertai dengarradah Aldhahiriyah maka akad tersebut akan bersifat
nihil dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekal

Praktek pembiayaamurabahahyang dipraktekkan di BMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang, kurang disamdksagan akad
murabahah melainkan lebih dekat dengan praktek akaddharabah
Kemiripan ini disandarkan pada adanya penyebutdahshohibul maal
danmudharibdalam perjanjiamurabahah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahbwa
pelaksanaan akadhurabahahdi BMT NU Sejahtera Mangkang kota
Semarang secara tidak langsung akan terkandung &spathilan dalam
bermuamalah. Kebathilan tersebut karena adanyardymbekasus yang

memiliki kekurangsesuaian dengan ketentwaurabahahdalam hukum
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islam. Kekurangsesuaian ini akan berakibat fatalrelk@ akan
mempengaruhi esensi dari suatu akad. Adanya kefseanaian secara
tidak langsung akan menimbulkan suatu praktek yémgpeluang
menimbulkan kebathilan. Islam sendiri sangat meagramatnya untuk
memakan sesuatu yang bathil, hal ini sebagaimdagadikan allah dalam
salah satu firman-nya, yakni g.s al-bagarah ayat 18
goooouooy guongoogoodo gougougoogon oogo
gooon ougogo gouoouoogon ougouooooogon
ouod ogugguoon oogouoogoouon gougouooogo
gooouoootd ooouoouoon ouoouood goougoodgo
ooy oguouodogog
Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakata regbahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batlh d
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu ke edam,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripadabeada
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Paddaahu
mengetahui.

Menurut penulis, permasalahan di atas dapat teseskén dengan
sebuah solusi yang konkret dalam bentuk perbaikeaktgk akad
pembiayaarmurabahah Perbaikan tersebut tidak lantas menghilangkan
praktek yang ada. Hal ini dikarenakan meskipun rbeldapat secara
maksimal pelaksanaannya, praktek yang dilakukan BNAT Sejahtera
Mangkang kota Semarang masih dapat dikembangkaagaelsebuah
pengembangan praktakurabahahyang baru. Pengembangan tersebut
berpusat pada penggunaan istilashohibul maaldan mudharilh jika
memang pihak BMT lebih mudah dengan menggunakalahisstilah
tersebut, seharusnya BMT lebih baik menggunakan bjsman

mudharabahsaja. Dengan begitu BMT tidak bersifat dualismep ssisi
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menerapkan konsep uang sebagai alat tukar ,nasidaisimasih terjebak

pada jual beli uang.

Dari pemaparan DPS tersebut dapat penulis simpwkhmva DPS yang
ada di BMT NU Sejahtera belum begitu menguasai fgjdenuamalah dan
perkoperasian, hal ini tidak sesuai dengan yanguaeg dalam Standar
Operasional Prosedur KJKS yang menyebutkan bahwab®engawas Syariah
harus terdiri dari para alim ulama dibidang sy#&ritauamalah dan juga memiliki
pengetahuan umum dibidang keuangan atau perkoperasi

Menurut penulis, dalam hal pengangkatan DPS sepail®MT NU
Sejahtera tidak hanya karena charisma dan kepapuiga ditengah masyarakat,
tetapi DPS juga harus memiliki kualifikasi keilnmugtang integral antara figih

dan ushul figih muamalah dengan ilmu ekonomi keaariglam yang modern.



